Menimbang

Mengingat

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 72 TAHUN 2011
TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN SARANA

b

PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kota
Palembang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sarana Pelayanan
Kesehaian vang welah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Palembang
Tahun 2011 Nomeor 21 SERI E tangeal 10 Agustus 2011, perlu menctapkan
peraturan pelaksanzannya :

. bahwa berdasarkan pertimbangan sehagaimana dimaksud dalam humf a, perlu

menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kota Palembang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sarana
Pelavanan Keschatan,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11
dan Kotapraja di Sumatera Selatan (I.embaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaraqn Negars RI Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara
RI Tahun 1997 Nomor 10. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671}

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 temang Perlindungan Konsumen

(Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3821);

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 teniang Praktik Kedokteran (Lembaran

Negara RI Tahun 2004 Nomor |16, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4431);

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negam R

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063 )
Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 (entang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4389}

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara RI Tahun 2004 Nemor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemeriniahan Daerah (Lembaran Nagara RI Tahun 2008 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusal dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438):

. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (L.embaran Negam

Rl Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negamm Rl
Nomor 3072):

10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan

Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Rl Tahun 1998 Nomor 138
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781):



Menetapkan

11. Peraturan  Pemeriniah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintsh, Pemerinishan Daersh Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan T.embaran Negara RT Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian
(Lembaran Negara RT Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan [.embaran Negara RI
Nomeor 5044);

13.Peraturun Menteri Keschatan RI Nomor 340/Menkes/Per/III/2010  tentang
Klasifikasi Rumah Sakit ;

14. Peraturan Menteri Keschatan RI Nomor 147/Menkes Per/I/2010 tentang Perizinan
Rumah Sakit ;

15. Peraturan Daemh Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman
dan Kelertiban (Lembaran Daerah Kola Palembang Tahun 2002 Nomor 76)
schagaimana felah diubah dengan Peraturan Dacrah kota Palembang Nomor 13
Tahun 2007 tentang Kelentraman dan Kelertiban (Lembaran Daereh Kota
Palembang Tahun 2007 Nomor 13);

16, Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pedoman
Pembinaan dan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah
Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31);

17. Peraturan Daerah Kota Palembang MNomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemgerintehan  Kota  Palembang  (Lembaran  Dacrsh  Kota  Palembang
Tahun 2008 Nomor 6);

18. Peraturan Daerah Kot Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran
Dasrah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9) ;

19.Peraturan Daersh Kotz Palembang Nomor 21 Tahun 2011  tentang
Penyelengparaan Sarana Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Palembang
Tahun 2011 Nomor 21 SERI E),

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN.

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kotla Palembang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Keschatan.

Pasal 2

Memerintahkan dan menugaskan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang,
untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 21 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Keschatan.

Pasal 3
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratumn ini,
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 10 Agustus 2011

WA ALEMBANG,

DY SANTANA PUTRA



